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ABSTRAK

Judul Tesis : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 320/Pid Sus/2013/PT.BDG)

Nama / NPM : Akhmad Fadilah/16160004

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkotika sebagai predicate crime dan kejahatan pencucian uang sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkotika di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Peredaran gelap narkotika di tanah air. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika? dan (2) Bagaimana penerapan Undang-undang No.8 Tahun 2010 oleh lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Puncucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika dan penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 oleh lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Puncucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Kaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika, antara lain uang tunai hasil perdagangan narkoba dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan penempatan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain misalnya money changer. Di Money changer, pencucian uang hasil perdagangan narkoba dilakukan dengan menukarkan sejumlah uang hasil perdagangan narkoba dengan mata uang asing. Pembelian mata uang asing tersebut melalui layanan dan instrumen transaksi keuangan elektronik yang disediakan lembaga perbankan. Kemudian, terjadilah transaksi antara uang hasil perdagangan narkoba yang menggunakan mata uang lokal.
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